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WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah memyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang. ..



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan...



Menetapkan :

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan yang memuat :

R N N

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca,;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2...



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan............... Rp. 615.864.227.562,69
b. Belanja.......c..c..c.c...... Rp. 597.687.532.071,24
Surplus/Defisit......c.cccoeveennin. Rp. 18.176.695.491,45
c. Pembiayaan
- Penerimaan........... Rp. 22.791.904.871,18
- Pengeluaran.......... Rp. 6.790.145.823,00
Pembiayaan Netto................... Rp. 16.001.759.048,18
Sisa Sisa Lebih.........c.ccoooiiiini. Rp. 34.178.454.539,63

Pembiayaan Anggaran
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 25.280.735.830,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan.......... ... Rp. 641.144.963.392,78
b. RealiSasSi...uiiiieiiiiiiiiiiiianne ... Rp. 615.864.227.562,69
Selisih lebih/(kurang)..... ... Rp. 25.280.735.830,09

(2) Selisih anggaran dengan  realisasi belanja  sejumlah
Rp. 61.139.669.411,14 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja.................... Rp. 658.827.201.482,38
b. RealiSasSi..cioiiiiiiiiiiiiiaianinn.. Rp. 597.687.532.071.,24
Selisih lebih/(kurang....... Rp. 61.139.669.411,14

(38) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 35.858.933.581,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit...........cceenenene. Rp. (17.682.238.089,60)
b. RealiSasSi.ccuviiiiiiiiiiiiiiananann... Rp. 18.176.695.491.45
Selisih lebih /(kurang...... Rp. 35.858.933.581,05

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 2.656.982.167,42 dengan  rincian sebagai

berikut :

a. Anggaran penerimaan............ Rp. 25.448.887.038,60
Pembiayaan

b. RealiSaSi.cc.vvveuiiiiiiiiiiiiniinnnn.. Rp. 22.791.904.871,18

Selisih lebih/ (kurang).... Rp. 2.656.982.167,42

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 976.503.126,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pengeluaran............ Rp. 7.766.648.949,00

Pembiayaan
b. RealiSasSi.ccviiiieiiiiiiiiiiineiannn.. Rp. 6.790.145.823,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 976.503.126,00

Pasal 4...



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  (LPSAL)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember 2017 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal........... Rp. 22.791.904.871,18
b. Penggunaan SAL sebagai.............. Rp. 22.791.904.871,18

Penerimaan pembiayaan

Tahun berjalan

Sub total (a-b) Rp. 0,00

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan.... RP. 34.178.454.539,63

Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sub total(a+b+c) Rp. 34.178.454.539,63
d. Koreksi kesalahan pembukuan...... Rp. 0,00
tahun sebelumnya
e. Lain-Lain....cccooeeviiiiiiiiiiiiinnnnee, Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 34.178.454.539,63
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset......cocoviiiiiiiiiinnn. Rp. 1.361.600.412.154,66

b. Jumlah Kewajiban........................ Rp. 6.250.036.448,75

c. Jumlah Ekuitas Dana................... Rp. 1.355.350.375.705,91
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan..........cocoveviiiiiiinininn.n. Rp. 638.604.188.014,90
b.Beban......cocooviiiiiiiiii Rp. 548.371.690.367,38
c. Surplus/Defisit dari operasi........... Rp. 90.232.497.647,52
d. Surplus/ Defisit Non Operasional... Rp. 0,00

e. Surplus/Defisit laporan operasional Rp. 90.232.497.647,52

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2017 sebagai berikut :

a. Arus Kas bersih dari Aktivitas....... Rp. 142.536.770.427,97
Operasi

b. Arus Kas bersih dari Aktivitas....... Rp.(124.360.074.936,52)
Investasi

c. Arus Kas bersih dari Aktivitas....... Rp. (6.790.145.823,00)
Pembiayaan

d. Arus Kas bersih dari aktivitas....... Rp. (186.045.141,00)
Transitoris

e. Kenaikan/Penurunan Kas............ Rp. 11.200.504.527,45

f. Saldo Awal Kas di BUD................ Rp. 22.978.350.012,18

g. Saldo Akhir Kas di BUD............... Rp. 34.178.454.539,63

h. Saldo Akhir Kas di bendahara....... Rp. 53.596.098.00
Pengeluaran

i. Saldo Akhir kas...........coceeieiienene. Rp. 34.232.050.637,63

Pasal 8...



Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal........cocoeviviiininininn.n. Rp. 1.458.180.297.340,27
b. Surplus/Defisit-LO...................... Rp. 90.232.497.647,52
c. Dampak kumulatif perubahan..... Rp. 0,00
kebijakan /kesalahan mendasar
d. Koreksi nilai persediaan.............. Rp. 0,00
e. Selisih revaluasi aset tetap.......... Rp. 0,00
f. Koreksi Ekuitas lainnya.............. Rp. (193.062.419.281,88)
g. Ekuitas Akhir...............ol Rp. 1.355.350.375.705,91
Pasal 9

Catatan Atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan
Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja
daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Rangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Lampiran II ...



b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap Daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana Cadangan Daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diatur dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 Oktober 2018

WALIKOTA SIBOLGA,
dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/124/2018)
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